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MEMPERCAKAPKAN PROBLEM PEREMPUAN  

DALAM PERUBAHAN AGRARIA 

Oleh : Estu Putri 

 

Permasalahan gender tidak dapat dipisahkan dari berbagai bidang kehidupan, 

termasuk pada bidang agraria. Perempuan kerap kali mendapatkan beragam permasalahan, 

mulai dari marginalisasi, domestifikasi hingga pengibu-rumahtanggaan termasuk dalam arena 

agraria. Proses tersebut menghambat perempuan untuk memiliki ruang belajar, menjadi lebih 

kritis serta menghambat akses dalam mengembangkan diri. Untuk itu, pada 25 Juli 2016, 

Kelompok Belajar Agraria dan Perempuan mendiskusikan tentang kondisi perempuan dalam 

perubahan agraria di Kantor Sajogyo Institue . 

 

Perkembangan Kajian Perempuan dalam Agraria 

 Studi agraria tidak dapat dipisahkan dengan kajian feminis. Bahkan, Razafi (2009) 

menyatakan bahwa pakar feminis telah banyak membantu proses analisis relasi sosial 

agrarian, kelembagaan maupun pergerakan, yang mengarah pada perubahan agraria dalam 

bidang politik dan ekonomi. Pemikiran feminis perlu dikombinasikan dalam mengkaji agraria 

agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam.  

 

 “Gender analysis has interrogated some of the dominant orthodoxies in 

agrarian studies: in conceptualising peasant households and their connections 

to broader economic and political structures; in deepening the analysis of rural 

markets as social and political constructions with highly un-equalising 

tendencies; and in better understanding both the role and the limitations of 

different institutional arrangements (involving states, markets, and 

‘communities’) for the management of resources.” (Razafi, 2009) 

 

 Huw Calford, pelajar dari University of Newcastle salah seorang peserta kelompok 

belajar, berusaha menjelaskan tentang fokus utama dalam kajian Razafi yakni untuk 

memperluas kajian tradisional dan ekonom neoklasik yang selama ini digunakan dalam 

mengkaji agraria. Kajian dengan aliran tersebut justru mendukung agenda liberal yang 

berorientasi pasar dan tidak menyertakan kontribusi feminis dalam kerja mereka. “Kajian 

ekonomi politik agraria selama ini selalu menyederhanakan relasi gender seolah-olah gender 

itu belum dibaca sebagai moda eksploitasi. Jadi, ketika membicarakan rumah tangga petani, 

yang muncul wajahnya sama, hanya satu, yaitu kepala rumah tangga,” tambah Larastiti, salah 

satu peserta kelompok diskusi asal Sajogyo Institute. Dengan demikian, kajian agraria yang 

selama ini dilakukan oleh kelompok tradisional dan ekonom neoklasik tidak dapat menggali 

permasalahan pada perempuan agraria secara komprehensif. 

 Lemahnya keterlibatan peran feminis dalam mengkaji isu agraria menyebabkan 

beberapa permasalahan perempuan tidak dapat digali dengan baik.  Perempuan dianggap 

tidak memiliki masalah sama sekali pada bidang agraria, atau bahkan justru diuntungkan. 

Nyatanya, perempuan justru mengalami subordinasi. Lantas, seperti apa permasalahan yang 

dialami oleh perempuan dalam bidang agraria?  
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Permasalahan Perempuan dalam Agraria 

Saptari & Holzer (1997) berusaha menjelaskan dasar pemahaman atas permasalahan 

perempuan terkait dengan kerja dan perubahan sosial. Perempuan, dari beragam kelas,  kerap 

kali menghadapi permasalahan pada berbagai situasi. Ada tiga permasalahan yang kerap kali 

dialami oleh perempuan, mulai dari marginalisasai, domestifikasi, serta 

pengiburumahtanggan. Termarginalkan situasi  seperti perempuan tidak bisa memilih apa 

yang diinginkannya, pada sisi pekerjaan biasanya dia akan mendapatkan upah yang paling 

kecil atau mengalami pembatasan peran kerja, seperti ini adalah pekerjaan untuk laki-laki, 

jelas Betty pada saat proses diskusi. Kerja perempuan yang mengalami marginalisasi tersebut 

berimplikasi pada rendahnya upah yang mereka dapatkan jika dibandingkan dengan laki-laki.  

Perempuan juga dibatasi peran kerjanya pada bagian domestik dan menjalankan peran 

sebagai ibu rumah tangga. Baik perempuan yang bekerja pada bidang domestik saja, ataupun 

juga menjalankan beban kerja ganda pada bidang lainnya, seringkali tidak mendapatkan 

pengakuan yang layak atas kerjanya. Pada sektor lain mereka mendapatkan upah rendah, dan 

pada sektor domestik, kerja mereka dianggap tidak membantu perekonomian rumah tangga 

walaupun mereka telah banyak membantu perekonomian rumah tangga. “Perempuan yang 

paling banyak tingkat kerjanya, karena perempuan pemasok domestik untuk rumah 

tangganya yang tidak dibayar, baik dalam sektor publik ataupun sektor privat. Ataupun 

perempuan harus berjuang masuk ke dalam ranah tenaga kerja yang berupah baik produksi 

ataupun domestik, namun dia harus mendapatkan upah yang minim,” jelas Indira Hapsari dari 

Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPIKA). 

Siti Maemunah, narasumber kegaiatan kelompok belajar, menjelaskan tentang hasil 

penelitian Kathryn Robinson yang dilakukan di sekitar area PT Inco, yang merupakan 

perusahaan terbesar kedua setelah Freeport di papua. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kehidupan buruh perusahaan tambang nikel itu ditopang oleh istri-istrinya yang mengerjakan 

pekerejaan domestik seperti mencuci pakaian dan memasak. Jika tidak ada istri yang 

mengerjakan hal tersebut, para buruh tidak akan bisa bekerja. Sayangya, hal tersebut tidak 

masuk dalam hitungan keluarga. Kerja perempuan pada bidang domestik kerap kali tidak 

mendapatkan pengakuan. Padahal menurut Saptari dan Holzer (1997) menjelaskan bahwa 

kerja merupakan segala hal yang dilakukan seseorang, baik untuk subsistensi, untuk 

dipertukarkan atau diperdagangkan, untuk menjaga kelangsungan keturunan dan 

kelangsungan hidup keluarga atau masyarakat. Sehingga, kerja bukan upahan baik yang 

bersifat domestik maupun yang bukan domestik, dapat dikategorikan sebagai aktivitas kerja. 

Hal tersebut juga terjadi pada bidang agraria. Perempuan yang bekerja pada bidang agraria 

seringkali mendapatkan upah rendah, baik itu yang berkerja pada sektor pertanian langsung 

ataupun sektor off-farm. Itulah, menurut Huw yang membuat perusahaan sering mensasar 

perempuan sebagai target buruh murah bagi perusahaan, dengan bos yang lebih suka 

menganggap upah mereka sebagai “uang saku”. Perempuan sering memiliki beberapa 

hambatan dalam memasuki dunia kerja, mereka juga menerima upah jauh lebih  rendah 

daripada laki-laki 

Razafi (2009) juga menjelaskan perempuan kerap kali mengalami permasalahn dalam 

kepemilikan serta kontrol atas lahan. Persoalan kepemilikan lahan juga dipertajam oleh 
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pemikiran Manji. Manji (2007) menjelaskan bahwa kepemilikan lahan juga menjadi salah 

satu cara untuk mengentas kemiskinan. Rose peserta diskusi dari University of Newcastle,  

menjelaskan lebih lanjut tentang pemikiran Manji tentang perempuan yang selama ini 

dibatasi agar hanya berada pada area domestik, dimana laki-lakilah yang menjadi pengendali 

relasi ekonomi rumah tangga dengan seluruh masyarakat. Perempuan tidak dapat menentukan 

relasi ekonomi serta kurang berperan dalam kepemilikan lahan. 

Siti Maemunah, menuturkan pengalamannya saat berada di komunitas transmigrasi di 

wilayah Makroman. Pada program transmigrasi, para transmigran mendapatkan lahan sekitar 

2 Ha. Sayangnya, pada pembagian lahan tersebut perempuan kerapkali mengalami 

ketidakadilan “Sulit sekali bahwa perempuan memiliki pemilik lahan, karena pada  awal 

mereka bertransmigrasi harus mengurus urusan-urusan domestik. Seperti urusan makan, 

nyuci, dan sebagainya. Sementara pada saat yang sama mereka harus bertahan hidup dan 

laki-laki melakukan banyak pekerjaan di luar, termasuk membuka lahan lebih banyak untuk 

diperjual belikan. Perempuan tidak mungkin kesempatan untuk membuka lahan, sehingga 

transmigran yang banyak memiliki lahan umumnya laki-laki. Bisa dipastikan perempuan 

transmigra tidak memiliki lahan, kecuali orang tua memberi lahan dan hal tersebut tidak akan 

langsung pada saat itu juga. Dari proses ini kita bisa lihat mau pindah kemanpun dia akan 

tetap miskin, mau ke Jawa, ke luar Jawa,” jelas Siti Maemunah. 

Manji memberikan tiga pilihan yang dapat digunakan agar perempuan berdaya dalam 

kepemilikan serta kontrol lahan. Pertama formalisasi hukum. Mengapa demikian, formalisasi 

ini sangat penting karena rumitnya hubungan antara pemerintahan dengan garis kemiskinan. 

Kedua hanya lewat hukumlah (akta) perempuan bisa  mengakses tanah. Sehingga ada 

aturannya (formalisasi). “Untuk bisa mencapai target ini harus melihat kepada kesetaraan 

gender. Artinya untuk memberantas kemiskinan tidak boleh mengabaikan perempuan, 

tambah Juita Manurung  dari Pergerakan Indonesia menambahkan pemikiran Manji. 

Tantangan lain yang harus dihadapi perempuan menurut Syiqqil Arofat, peserta 

diskusi dari Mahasiswa Pasca Sarjana UI adalah keberadaan institusi pada masing-masing 

daerah. Indonesia mengalami desentralisasi, sehingga pemerintah lokal berperan besar dalam 

pembangunan daerah. Razafi (2009) menjelaskan menjadi sangat sulit untuk menyisipkan 

pemikiran kesetaraan gender dalam beragam institusi, terutama lembaga tradisional yang 

cenderung patriarki. Banyak kajian yang dapat dijadikan sebagai peringatan atas institusi 

lokal yang menjadi sumber relasi sosial perdesaan yang tidak setara dan berdampak pada 

perempuan dan kelompok kecil lainnya yang kurang memiliki kekuasaan. Untuk itu, kita 

perlu memahami lebih lanjut tentang keberadaan institusi lokal atau pihak lainnya yang 

terkait dan berpengaruh terhadap kehidupan perempuan.   

“...relasi perempuan atas ketimpangan gender tidak lepas dari intstitusi dimana perempuan itu 

berada. Karena disetiap berbagai konteks berbeda-beda pola ekslusinya, pola eksploitasinya” 

ungkap Siti Maemunah menunjukkan data yang kuat terkait pengaruh komunitas atau 

institusi lokal serta perusahaan dalam menurunkan daya kritis perempuan. Salah satunya, ia 

menceritakan pengalaman peneliti Sajogyo Institute di Liang Buaya, Kalimantan Timur 

tentang perusahaan sawit yang menyediakan hiburan musik electune. Kegiatan tersebut telah 

menarik perhatian masyarakat setempat, termasuk perempuuan. Saat acara berlangsung, 

pihak perusahaan menyisipkan pidatonya agar dapat didengarkan oleh warga setempat. 
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Pidato mengajak warga agar jangan kuatir tentang alih fungsi gambut menjadi lahan 

perkebunan sawit. Warga, yang telah dibatasi daya kritisnya, lebih banyak mengangkat isu 

seragam arisan, seragam pengajian, atau alat musik yang ingin diperbaiki – saat berdialog 

dengan wakil rakyat. Hal tersebut menambah kompleksitas permasalahan yang dialami oleh 

perempuan. 

Beragam permasalahan mulai dari peminggiran perempuan agar hanya masuk pada 

kerja domestik, yang tidak diakui perannya dalam ekonomi rumah tangga, upah buruh 

perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki, rendahnya kepemilikan dan kontrol atas 

lahan pertanian, serta keberadaan institusi yang patriarki, telah menghambat proses 

berkembangnya perempuan. Sayangnya, permasalahan tersebut kurang dapat teridentifikasi 

dengan baik. Selain itu, solusi yang diberikan juga kerap kali tidak menyelesaikan 

permasalahan secara utuh. Untuk, memahami permasalahan secara utuh dan mendalam, kita 

memerlukan cara tepat agar tidak salah dalam memahami substansi permasalahan dan 

membuat solusi. 

 

Pendalaman Konteks dan Intelectual cross fertilization sebagai langkah awal memahami 

perempuan dalam perubahan agraria 

 Perempuan dalam agraria mendapatkan tekanan dari berbagai sisi, mulai pada wilayah 

domestik, tempat kerja atau institusi yang berdampak pada kehidupan mereka.  Kompleksitas 

permasalahan tersebut memerlukan cara tertentu yang dapat mengkaji secara komprehensif. 

Saptari & Holzer (1997) menjelaskan bahwa dalam pemahaman dan penganalisaan, kita  

perlu mempertimbangkan banyaknya dimensi serta kontradiksi yang terjadi antara satu 

dimensi dengan dimensi lainnya serta memperhatikan tingkatan analisis yang sesuai. 

 Pemahaman yang komprehensif harus dimulai sejak penggalian data lapangan. Seperti 

yang dialami oSiti Maemunah, narasumber, saat berada di Makroman. Salah satu perempuan 

yang ditemui saat berada di Makroman, Ibu Parsiem, menjelaskan suaminya bekerja sebagai 

penjaga ekskavator rusak milik perusahaan pada pinggir lubang tambang. Siti Maemunah pun 

bertanya pada Ibu Sukiyem, “Bu, ngapain ikut dengan suami berjaga,” kemudian Ibu 

Sukiyem menyatakan bahwa dia kasihan dengan suaminya saat harus berjaga sendiri di 

hutan. Namun, setelah beberapa hari berkomunikasi aktif, Ibu Sukiyem pun menjelaskan 

alasan ia ikut serta menemani suaminya dalam menjaga ekskavator, “kalau saya tidak ikut, 

maka uangnya tidak akan dikasihkan kepada saya,” ungkap Iibu Sukiyem. Jika kita tak 

memahami logika Sukiyem, maka kita tak akan tahu bagaimana cara perempuan merespon 

situasi yang mereka hadapi. 

 Proses identifikasi permasalahan tidak berhenti pada titik itu saja, melainkan pada saat 

proses analisis, kita perlu mengkaji dari berbagai perspektif atau disiplin ilmu. Razafi (2009) 

mengistilahkan hal tersebut sebagai intellectual cross fertilisation. Persilangan antar disiplin 

ilmu akan membantu mengkaji persoalan menjadi lebih komprehensif. Jika kajian agraria 

tidak disilangkan dengan kajian feminis, maka kita tidak akan menemukan beragam 

permasalahan perempuan pada bidang agraria. 
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